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ABSTRAK

RPOA arau Regional Plan of

RPO Action merupakan rezim yang lahir dari rangka IPOA.

l\_“m::“:‘l '|‘n|\d;c:::||::s 'I?t:'l')‘":‘l:?{l:“ “lil:llll! untuk mcmmggu'lunui kegiatan TUU-Fishing
quiitbes Bloith, Lt o pan tflllh I(?bslcr. Indonesia merupakan negara dcn;;m!
Saaic yang banyak dan seringkali karena kekayaan ini tersebut, banyak sckali
Vt:::.:l “"ﬁl:“:“‘f"“l{;mkafl sumber daya ini termasuk di negara Asia Tenggara seperti
fektifi ’ IS Sen S'“S“l"“"“- Di dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat
clektifitas I.(P()/\-IUU sebagai suatu rezim untuk menanggulangi penyeludupan benih
lobster dari Indonesia ke Singapura pada tahun 2019-2021. Dalam penelitian ini
m.cnggunakan teori efektifitas rezim sebagai landasan utamanya. Metode penelitian yang
digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penulis memperoleh sumber data secara primer dan
sekunder Hasil dari penelitian ini ialah dimana RPOA-IUU sendiri masih belum efektif
karena, RPOA-IUU sendiri belum memiliki kerangka kerja dan negara anggota lain
belum melihat kasus penyeludupan benih lobster sebagai kasus yang serius selain itu
permasalahan dalam negeri seperti jalur transit serta inkonsistensi kebijakan yang juga
membuat RPOA-IUU kurang efektif dalam menanggulangi penyeludupan benih lobster.

Kata Kunci : Efektifitas Rezim, RPOA-IUU, IUU Fishing, Penyeludupan benih
lobster
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ABSTRACT

::::::/\ or Rc‘gmm‘\l Plan of '/\ctioll is a regime that was born from the IPOA framework.
A-1UU itself has the aim of tackling IUU-Fishing activities, especially in cases of
lobster seed smuggling. Indonesia is a country with abundant sources of marine biota and
Oﬂv::n bccaus? of this wealth, many countries want these resources, including Southeast
Asian coxtmrles such as Vietnam, the Philippines and Singapore. This research aims to see
the cffecfuveness of RPOA-IUU as a regime to tackle the smuggling of lobster seeds from
Indonesia to Singapore in 2019-2021. This research uses regime effectiveness theory as
lh? main basis. The research method used is descriptive qualitative. The author obtained
primary and secondary data sources. The results of this research are that the RPOA-IUU
itself is still not effective because, the RPOA-IUU itself does not yet have a framework
and other member countries do not yet see the lobster seed smuggling case as a serious
case apart from domestic problems such as transit routes and policy inconsistencies which
are also making RPOA-IUU less effective in tackling lobster seed smuggling.

Keywords: Regime Effectiveness; RPOA-IUU; IUU Fishing; Lobster Seed

Smuggling
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kejahatan transnasional merupakan tindakan kejahatan serius yang dapat
mengancam keamanan dan kemakmuran global yang dimana banyak negara yang
ikut andil dalam suatu kejahatan. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki
letak strategis sering sekali menjadi lokasi kejahatan transnasional dan inilah yang
menjadi tugas Indonesia untuk memperkuat kerjasama antar negara sehingga
terciptanya rasa aman. Selain itu kerjasama ini juga tercipta agar dapat melindungi
kepentingan dan kedaulatan nasional negara terkhusunya Indonesia. Dalam studi
H1 untuk suatu Negara menjaga keamanan mereka negara harus menggunakan hard
power sebagai media yang digunakan tetapi, karena perubahan zaman senjata tidak
lagi digunakan lagi sebagai media perang melainkan isu-isu seperti isu lingkungan
hidup, keamanan energi, keamanan maritim, kemanan makanan dan kemanan
ekonomi. Ini menjadi suatu perang baru bagi negara untuk menjaga kepntingan dan

kedaulatan negara tersebut(Muhammad, 2015).

Penyelundupan barang merupakan tindakan membawa suatu barang dari stau
tempat ke tempat lain tanpa harus memikirkan cost yang harus dibayar.
Penyeludupan barang masuk sebagai suatu kejahatan transnasional dikarenakan
negara yang menginginkan barang tersebut tidak memiliki barang yang sejenisnya
di negara tersebut harus meminta ke negara lain agar diseludupkan. Akibat dari
suatu penyeludupan tersbut tidak hanyak dapat merusak citra negara yang terlibat

tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar bagi ekonomi maupun



keamanan. Inilah kenapa penyeludupan menjadi salah satu kejahatan transnasional

yang harus ditanggulangi(Tiara, 2011).

Sektor perikanan merupakan suatu sektor yang memiliki peran penting untuk
meningkatkan perekonomoian nasional dengan berbagai lapangan kerja yang ada
seperti nelayan, pembudidaya ikan kecil dan para usahawan yang bergerak dalam
industri perikanan. Diharapkan dengan adanya sektor ini dapat meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat kecil yang ada di Indonesia.Dalam
beberapa tahun terakhir banyak sekali kasus-kasus di perairan Indonesia
menyangkut biota laut karena banyak negara yang menginginkan sumber daya laut
Indoneisa dengan didapat secara ilegal (Ayu Veronica, 2020). Pada tahun 2018-
2019 ada sekitar 3 kasus peneyeludupan benih lobster di Tanjung Jabung timur

melalui proses penegakan hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

Salah satu sektor perikanan yang dibudayakan di Indonesia yakni benih
lobster. Cukup banyak wilayah di Indonesia yang membudidayakan benih lobster
seperti gresik, Aceh, Cilacap Yogyakarta dan Nusa tenggara Barat (NTB). Tetapi
pada tahun 2015 ekspor benih lobster mulai dihentikan karena ditakutkan akan
merugikan negara dan nelayan. Selain itu keuntungan yang didapat berjangka
pendek dan rentan jika perawatannya tidak berkala. Banyak negara terutama di Asia
Tenggara menginginkan benih lobster untuk dibudayakan di Indonesia sebelum
pemberlakuan larangan ekspor ke luar negeri, Indoensia sudah banyak meng-ekspor
benih lobster mereka ke negera lain. Akan tetapi karena bea cukai masuk ke negara

tersebur tinggi makanegara yang menginginkan benih lobster menyelundupkan



benih lobster mereka ke negara mereka tanpa harus memikirkan bea cukai yang

harus mereka tanggung.

Kebijakan mengenai penyeludupan benih lobster ini diatur dalam Permen-
Kp/2015 No 1 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dan
Larangan ekspor benih lobster. Kebijakan ini dilakukan karena populasi biota laut
di Indonesia yang semakin menurun sehingga harus membatasi ukuran dan kondisi
penangkapan biota laut. Hal ini juga dengan dinamika yang ada dari tahun 2019
sebagai salah satu tahun dengan kasus tertinggi sebanyak 63 kasus. (KKPNews,
2015-2019, Pemerintah Berhasil Gagalkan 270 Kasus Penyeludupan Benih Lobster,
2019) Berikutnya pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus dengan jumlah serkitar
21 kasusjumlah kasus ini adalah hasil kumpulan dari kegiatan BKIPM, Polri dan
Ditjen Prngawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (Baheramsyah, 2021)
Tapi ada kenaikan pada kasus penyludupan benih lobster, ditunjukan dengan
adanya kasus penyeludupan benih lobster pada tahun 2021 yang berjumlah 52
kasus. pada 23 Desember 2020 sampai 15 Agustus 2021 ini total jumlah hasil
tangkapan benih lobster sebanyak Rp159 Miliar. (kkp.go.id, Sinergitas KKP
dengan Aparat Penegak Hukum Gagalkan 52 Kasus Penyeludupan Benur Selama
2021, 2021) mengalah jumlah tangkapan kepting dan rajungan yang hanya berkisar
Rp4,5 Miliar. (KKPNews, 2019) Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti mengeluarkan Permen-KP Nomor 12 tahun 2016 tentang penangkapan
dan/atau pengeluaran lobster, kepting dan rajungan di wilayah Indonesia. Ini
dilakukan agar dapat memberikan keberlangsunagn baik para makhluk hidup dan
juga dapat memberikan benih baru agar dapat di ekspor (Sherly Rossa, 2021). Tapi

pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluar peraturan baru yakni



saat masa jabatan Edhy Prabowo PERMEN-KP Nomor 12 2020 yang mengatur
tentang perizinan peng-eksporan benih lobster yang dimana ini tidak hanya untuk
mempertahankan biota laut yang ada melainkan juga untuk melindungi
kesejahteraan masyarakat, pemerataan bercocok tanam teknologi, pengembangan

investasi dan dapat meningkatkan devisa negara(Adelia Widya Pramesti, 2021).

PERMEN ini tidak terlalu efektif karena banyak pengekspor melakukan
ekspor benih lobster tanpa adanya budidaya terlebih dahulu sehingga mengacaukan
check and balances dari sistem ekspor benih lobster. Selain itu Edhy Prabowo juga
merevisi PERMEN-KP Nomor 56 Tahun 2016 sehingga terjadi penurunan terhadap
ekspor benih lobster sehingga dengan tidak adanya budidaya terhadap benih lobster
tersebut serta revisi terhadap PERMEN-KP Nomor 56 Tahun 2016 pada 26
November 2020, Edhy prabowo dan jajarannya ditahan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Pada titik berikutnya akhirnya pada tahun 2021 dalam PERMEN-
KP Nomor 17 tahun 2021 yang dimana menjelaskan tentang larangan ekspor benih
lobster. Menurut Plt Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu dengan
adanya pelarangan benih lobster ke luar negeri dapat meningkatkan pertumbuhan
budidaya lobster di Indonesia (Sherly Rossa, 2021). Selain itu dengana danya
kebijakan ini dapat menguntungkan pihak dalam negeri mulai dari pembudiya ikan
dari kelas bawah dan menengah maupun nelayan-nelayan kecil yang merupakan

sumber mata pencaharian hidup.

Gambar 1. 1 Edhy Prabowo menjelaskan pembukaan benih lobster di Indonesia



Sumber: LR MPHP| Indonesian Research Institue for Fisheries Postharvest Mechanization

Penyeludupan benih lobster biasanya dibawa ke negara-negara Asia Tenggara
seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam terutama di Singapura dan Vietnam.
Singapura sebagai negara penampung yang akan diekspor kembali ke Vietnam yang
mana Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara Yyang
membudidayakan benih lobster Singapura menjadi salah satu fokus peneltian di
dalam skripsi ini karena penyeludupan benih lobster biasanya transit ke Singapura
karena Singapura sendiri merupakan negara yang menjadi jalur transit untuk
menyeludupkan benih lobster itu sendiri (Sandi, 2019). Menteri Kelautan dan
Perikanan Edhy Prabowo mengatakan bahwa 80% hasil dari penyeludupan dari
Singapura berasal dari Indonesia yang berikutnya akan dikirim ke Vietnam
sehingga keuntungan ekspor yang didapat Singapura sangat besar (Sandi, 2019).
Hal ini membuat Indonesia mau tidak mau harus memotong jalur transit dari

Indonesia ke Singapura agar dalam mengekspor benih lobster tersebut, Indonesia



juga mendapat keuntungan yang sama dengan mengaplikasikan pajak dan juga

destinasi yang sudah dipetakan.

Selain merupakan jalur transit utuk menyeludup benih lobster, pada tahun 2019

Singapura juga termasuk negara yang melakukan kegiatan dan destinasi ekspor

benih lobster. Hal ini dapat dilihat di dalam data berikut:

Tabel 1. 1 Volume Ekspor lobster

Destination Fourth Quarter of 2019

Living Head (Head) Non-Living Head (Head)
China 1.276.785 36.207
Timor Leste _ 20
Japan _ _
South Korea 346 6
Malaysia 6.201 3.056
Singapore 26.456 2.311
Taiwan 752.450 6.865
Thailand 4725 _
USA _ —
Vietnam 166 _
Total 2.327.338 48.489




Sumber: International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding.

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2019 destinasi ekspor benih
lobster di Singapura berada di urutan kedua setelah Taiwan dan berada di urutan
pertama untuk dikawasan Asia Tenggara Mengalahkan Thailand. (Ahmad Zafrullah

Tayibnapis, 2020)

Penyeludupan benih lobster ini merupakan salah satu kejahatan transnasional yang
dimana benih lobster ini akan dikirimkan ke negara-negara luar yang memang
membutuhkan pasokan lobster tanpa harus membayar pajak atau bea cukai.
Kejahatan transnasional sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua
negara atau lebih yang dapat mengancam eknomi, politik, keamanan dan
perdamaian negara(Wangke, 2011). Contoh kasus dari penyeludupan benih lobster
dari Indonesia ini yaitu pada tahun 2019 di Jambi, ada sekitar empat kasus yang
berkaitan dengan penyeludupan benih lobster. Menurut SKIPM Jambi, pada 13
Mei 2019 ada sekitar 205.370 benih lobster yang akan dibawa ke Singapura dan
benih-benih lobster ini berasal dari perairan di Lampung dan Banten. Hal ini
dikarenakan pelabuhan yang berada di Tanjung Jambung Barat dan Tanjung Jabung

Timur merupakan daerah yang mudah di akses penyeludup(kkp.go.id, 2019).

Berikutnya adalah kerjasama Bea Cukai dan Badan Karantina lkan
Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Keamanan Hasil Perikanan dan Kantor
Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam mengehentikan ekspor
penyeludupan benih lobster dari Indonesia Menuju Singapura dan Vietnam. Ada

sekitar 42.500 benih lobster yang akan dikirimkan ke Negara tersebut. Juga Bea



cukai melakukan koordinasi dengan BKIPM Batam perihal pemeriksaan kapal yang
menjadi target operasi setelah tiba di pelabuhan Buah Ampar. Upaya Bea Cukai
terus dilakukan agar dapat menjaga dan melestarikan kekayaan alam di Indonesia

termasuk biota laut yang ada disana(Cukai, 2020).

Salah satu upaya pencegahan penyelundupan komoditas perikanan seperti benih
lobster dalam kerangka regional adalah Regional Plan of Action (RPOA). RPOA
merupakan tatanan yang berfokus pada penguatan pengelolaan biota laut yang
diikuti oleh negara-negara yang menjadi relawan untuk menjaga SDA laut dan
mempertahankan lingkungan laut sehingga tercipta keamanan pada laut(Dewi
Indira B, 2009). RPOA dibentuk pada tahun 2007 atas kerjasama anatar Indonesia
dan Australia serta delegasi negara-negara Asia Tenggara yakni Malaysia,
Siangapura, Filipina, Thailand, Timor Leste, Papua Nugini, Indonesia, Australia,
dan Vietnam yang menjadi delegasi dalam bidang perikanan(Mauly Dini Budiyanti,
2019). Selain itu adanya RPOA ini juga menangkal adanya IUU atau lllegal,
Unreported and Unregulated yang dimana IUU ini terjadi di beberapa perairan laut
di Asia seperti Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan Laut Arafuru. 1UU atau lllegal,
Unreported and Unregulated sendiri merupakan suatu istilah yang mengelompokan
hal yang berhubungan dengan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem
yang berkelanjutan. Dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak mengikuti

aturan sehingga mengancam keberlangsungan biota laut(Popescu, 2022).

Jumlah kasus penyeludupan benih lobster di Indonesia sendiri sering terjadi
dinamika naik turun terutama pada tahun 2019-2021. Menurut BKIPM ( Badan

Karantina lkan Pengendalian Mutu ) kasus penyeludupan benih lobster pada tahun



2019 mencapai 64 kasus dengan jumlah benih yang diselamatkan sebnyak Rp
733,67 miliar. (KKPNews, 2019) Di tahun 2020 penyeludupan benih lobster
mengalami penurunan yaitu 21 kasus dengan kisaran ekor 896.238 ekor. (kkp.go.id,
2021) Tetapi pada tahun 2021 terjadi lonjakan kasus penyeludupan benih lobster
sebanyak 52 kasus dengan kisaran total Rp159 miliar. (kkp.go.id, 2021) Ini
menunjukan bahwa dinamika kasus penyeludupan di Indonesia mengalami
kenaikan dan penurunan kasus benih lobster terkhusunya pada tahun 2019 dengan
jumlah kasus tertinggi kemudian tahun 2020 menglami penurunan kasus dan pada
2021, terjadi kenaikan terhadap kasus penyeludupan benih lobster tetapi kenaikan

ini tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2019.

RPOA atau Regional Plan of Action dapat dilihat sebagai suatu rezim internasional.
Karena mekanisme ini adalah suatu aturan yang mengatur negara dalam mengelola
biota lautan harus memiliki efektivitas dalam pelaksanaanya secara praktik
dikarenakan negara anggota yang terlibat di dalam RPOA termasuk Indonesia dan
Singapura karena kedua negara ini memiliki hubungan diplomatic yang sudah
berlangsung selama 50 tahun (Machmudin, 2016). Skripsi ini akan menganalisis
bagaiamana efektivitas RPOA-IUU dalam menanggulangi penyeludupan benih
lobster dari Indonesia ke Singapura. Hal ini dikarenakan Singapura merupakan
salah satu ekspor benih lobster terbesar setelah destinasi transit yang digunakan
penyeludup untuk meneyeludupkan benih lobster yang akan dikirim ke Vietnam

dan dijual dengan harga yang lebih mahal.

Di dalam skripsi ini akan menjelaskan bagaimana efektiftas RPOA-IUU

sebagai suatu rezim yang mengatur biota laut terhadap penyeludupan benih lobster



dari Indonesia ke Singapura pada tahun 2019-2021 serta melihat apakah rezim ini
efektif atau tidak dalam melaksanakan dan mematuhi rezim ini dalam
menanggulangi penyeludupan benih lobster. Oleh sebab itu diperlukannya
penelitian karena kasus penyeludupan benih lobster ini sangat merugikan pihak
Indonesia, karena lobster sendiri salah satu komoditas biota laut yang besar di

Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas Rumusan masalah yang akan dikemukakan
dalam penilitian ini ialah “Bagaimana efektifitas RPOA-IUU dalam

penanggulangan penyeludupan benih lobster dari Indonesia ke Singapura.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas RPOA
dalam penanggulangan IUU penyeludupan benih lobster dari Indonesia ke

Singapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni manfaat secara teoritis dan

praktisi. berikut penjelasannya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi mengenai
RPOA-IUU penyeludupan benih lobster dari Indonesia ke Singapura dan juga
diharapkan penlitian ini menjadi suatu sumber bahan pustaka yang berhubungan

dengan RPOA-IUU dan penyeludupan benih lobster.



1.4.2 Manfaat Praktis

1. penulisan skripsi ini bisa mendeskripsikan efektifitas RPOA-IUU dalam

penanggulangan penyeludupan benih lobster.

2. Bisa menjadi suatu referensi bagi pembaca yang diharapkan dapat
memperdalam wawasan mereka terhadap efektifitas RPOA-IUU sebagai suatu

rezim internasional dalam menanggulangi penyuludupan benih lobster

3. Menjadi suatu referensi yang dimana mahasiswa Hubungan Internasional

dan mahasiswa yang lain tentang penelitian atau topik yang sama.
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